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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya sederhana ini, 

Filsafat Ilmu Hukum, dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku 

ini lahir dari keinginan mendalam untuk memperluas cakrawala pemikiran 

dalam kajian hukum, terutama dalam dimensi filsafat yang seringkali 

tersisihkan oleh pendekatan hukum yang lebih praktis. Kami percaya bahwa 

pemahaman yang kuat akan filsafat hukum merupakan fondasi esensial bagi 

setiap ilmuwan hukum, mahasiswa, serta para praktisi yang berkomitmen 

mendalami dan mengembangkan hukum dalam konteks intelektual dan moral 

yang lebih luas. 

Penulisan buku ini dirancang dengan landasan bahwa filsafat hukum 

tidak hanya berkaitan dengan pemahaman abstrak tentang konsep keadilan, 

kebenaran, dan moralitas, tetapi juga memiliki peran konkret dalam 

membentuk kerangka berpikir hukum yang adaptif dan relevan di tengah 

perubahan zaman. Oleh karena itu, buku ini mengupas berbagai aspek 

fundamental dari filsafat ilmu hukum, mulai dari dasar-dasar epistemologi dan 

ontologi hukum, hingga analisis mendalam tentang peran moral dan keadilan 

dalam sistem hukum.  

Pada Bab VI, kami mengkaji hubungan antara hukum, moralitas, dan 

keadilan, tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun sistem 

hukum yang berkeadilan. Kami meninjau teori-teori besar tentang keadilan, 

baik dalam tradisi klasik maupun kontemporer, dengan menyoroti peran 

penting filsafat dalam memandu praktik hukum menuju keadilan yang 

substansial, bukan sekadar keadilan prosedural. Pemikiran ini diharapkan 

menjadi dasar refleksi bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum 
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yang diwarnai oleh nilai-nilai moral, baik dalam konteks individu maupun 

sosial. 

Bab VII membahas hubungan filsafat hukum dengan hak asasi manusia, 

topik yang kian penting di era modern ini. Dalam bab ini, pembaca diajak 

merenungkan asal-usul konsep hak asasi manusia, serta bagaimana filsafat 

hukum memberikan landasan normatif bagi pengakuan dan perlindungan hak-

hak tersebut. Bab ini juga membahas perdebatan antara universalitas dan 

relativitas hak asasi manusia, yang kerap menimbulkan perbedaan pandangan 

antara tradisi hukum Barat dan nilai-nilai lokal di berbagai negara. Dengan 

menghadirkan diskusi ini, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi 

mereka yang ingin memahami filsafat hak asasi manusia dalam dimensi hukum 

secara lebih mendalam. 

Bab VIII mengkaji filsafat hukum dalam konteks Indonesia, sebuah 

topik yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian dan pengajaran 

hukum di tanah air. Dalam bab ini, kami mengulas pengaruh hukum adat, 

hukum Islam, dan Pancasila sebagai pilar utama dalam membangun sistem 

hukum nasional. Selain itu, buku ini juga menyoroti pluralisme hukum di 

Indonesia, suatu kenyataan yang membutuhkan pendekatan yang bijaksana 

dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan sosial yang diidamkan oleh 

bangsa. Pendekatan ini kami yakini sangat penting, terutama dalam menjawab 

tantangan hukum di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman budaya dan 

agama. 

Buku ini ditulis dengan harapan agar pembaca, khususnya mahasiswa, 

akademisi, dan praktisi hukum, dapat menemukan inspirasi serta dorongan 

untuk terus mengembangkan filsafat hukum sebagai disiplin yang dinamis dan 

terbuka terhadap perubahan. Kami berharap, buku ini tidak hanya membantu 

pembaca memahami filsafat hukum dari sisi teoritis, tetapi juga memberi 
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mereka kemampuan kritis untuk merenungkan dan mengaplikasikan prinsip-

prinsip filsafat dalam praktik hukum sehari-hari.  

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan masukan 

dari berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada kolega kami di fakultas hukum, mahasiswa yang 

turut memberikan perspektif baru melalui diskusi-diskusi yang membangun, 

serta para praktisi hukum yang telah membagikan pengalaman dan wawasan 

praktis mereka kepada kami. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami 

sampaikan kepada penerbit yang telah membantu mewujudkan penerbitan 

buku ini dengan dedikasi yang luar biasa. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik 

dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di 

masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca dalam memahami filsafat ilmu hukum secara lebih komprehensif, 

serta mendorong pengembangan ilmu hukum yang berakar pada pemikiran 

filosofis yang kokoh dan berwawasan luas.  

Bandung, November 2024 

 

Penulis 
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BAB 1 

PENGANTAR FILSAFAT ILMU 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu 

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang fokus pada penyelidikan 

mendalam mengenai dasar-dasar, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 

Salah satu filsuf terkemuka dalam filsafat ilmu adalah Karl Popper. Dalam 

bukunya The Logic of Scientific Discovery (1972), Popper mengusulkan 

pendekatan kritis terhadap pengembangan dan pengujian teori ilmiah (Popper, 

1972). Popper menolak gagasan bahwa ilmu pengetahuan berkembang 

melalui proses verifikasi, yakni pembuktian teori-teori secara definitif. 

Sebaliknya, ia memperkenalkan konsep falsifiabilitas, yang menekankan 

bahwa teori ilmiah yang baik adalah teori yang bisa dibantah atau disanggah 

melalui observasi atau eksperimen baru. 

Falsifiabilitas adalah kriteria penting dalam menentukan apakah suatu 

teori dapat dianggap ilmiah atau tidak. Menurut Popper, sebuah teori hanya 

valid secara ilmiah jika terbuka 

terhadap kemungkinan dibuktikan 

salah  bukti empiris baru. Dengan 

demikian, teori ilmiah bukanlah 

kumpulan kebenaran absolut, 

melainkan serangkaian proposisi 

yang sementara dianggap benar 

sampai bukti baru membantahnya 

(Popper, 1972). 
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Sebut saja, teori gravitasi Newton dianggap benar hingga teori relativitas 

umum Einstein muncul dan menjelaskan fenomena yang tidak dapat 

dijelaskan teori Newton. Selain itu, Popper juga menekankan bahwa 

perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak bersifat kumulatif atau 

akumulasi pengetahuan semata, tetapi lebih bersifat selektif dan evolutif. 

Dalam hal ini, teori-teori yang tidak bisa memenuhi kriteria falsifiabilitas 

harus ditinggalkan atau direvisi (Popper, 1972). 

Thomas Kuhn, dalam The Structure of Scientific Revolutions (1962), 

memperkenalkan konsep paradigma untuk menjelaskan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara 

linier, tetapi melalui revolusi ilmiah yang terjadi ketika paradigma lama 

digantikan  yang baru. Paradigma ini mencakup asumsi-asumsi dasar, teori, 

dan metode yang diterima  komunitas ilmiah pada suatu masa. Revolusi 

paradigma terjadi ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena 

baru, sehingga lahirlah teori baru yang lebih sesuai dengan data (Kuhn, 1962). 

Menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan tidak berlangsung 

secara linear atau kumulatif, tetapi melalui serangkaian tahap yang mencakup 

periode stabil dan disrupsi besar. Konsep paradigma merujuk pada 

keseluruhan kerangka berpikir yang mendasari aktivitas ilmiah pada suatu 

periode tertentu, mencakup asumsi dasar, teori-teori, metode-metode, serta 

standar yang diikuti  komunitas ilmiah. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan 

berkembang dalam dua fase utama: ilmu normal dan revolusi ilmiah (Kuhn, 

1962). 

Ilmu Normal (Normal Science): Pada fase ini, komunitas ilmiah bekerja 

di bawah kerangka paradigma yang diterima secara luas. Aktivitas ilmiah 

dalam fase ini bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki paradigma yang 

sudah ada, seperti memecahkan teka-teki ilmiah kecil tanpa mempertanyakan 
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paradigma fundamentalnya. Ilmuwan melakukan penelitian untuk 

memperbaiki teori-teori yang sudah diterima, dan hasil eksperimen yang 

menyimpang dari teori biasanya dianggap sebagai kesalahan atau anomali 

(Kuhn, 1962). 

Krisis Paradigma: Seiring waktu, penemuan-penemuan baru dapat 

menghasilkan anomali, yaitu fenomena yang tidak dapat dijelaskan  

paradigma yang ada. Anomali-

anomali ini dapat terkumpul dan 

akhirnya mengarah pada krisis 

dalam paradigma yang berlaku. 

Ketika teori-teori yang ada tidak 

lagi mampu menjelaskan data 

atau fenomena baru, paradigma 

mulai dipertanyakan (Kuhn, 

1962). 

Revolusi Ilmiah (Scientific Revolution): Ketika anomali semakin banyak 

dan tidak bisa diabaikan, ilmuwan mulai mencari kerangka teori baru yang 

dapat menjelaskan fenomena tersebut. Proses ini memunculkan revolusi 

ilmiah di mana paradigma lama digantikan  paradigma baru yang lebih sesuai 

dengan fakta dan data baru. Revolusi ilmiah ini tidak hanya menggantikan 

teori-teori, tetapi juga mengubah cara ilmuwan melihat dan memahami dunia 

secara mendasar (Kuhn, 1962). 

Peralihan Paradigma (Paradigm Shift): Setelah revolusi ilmiah, 

paradigma baru muncul dan diterima  komunitas ilmiah, menggantikan 

paradigma lama. Proses peralihan ini seringkali tidak berjalan mulus, karena 

ilmuwan yang berpegang teguh pada paradigma lama mungkin menolak 
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perubahan. Namun, akhirnya paradigma baru mendominasi dan menjadi 

landasan bagi ilmu normal yang baru (Kuhn, 1962). 

Kuhn menekankan bahwa perubahan paradigma bukan hanya soal 

perkembangan data empiris, tetapi juga tentang perubahan fundamental 

dalam cara pandang dan asumsi ilmiah (Kuhn, 1962). Contoh klasik revolusi 

ilmiah adalah peralihan dari paradigma geosentris (Bumi sebagai pusat alam 

semesta) ke paradigma heliosentris (Matahari sebagai pusat), sebagaimana 

diusulkan  Copernicus, yang kemudian disempurnakan  Galileo dan Kepler. 

Berbeda dengan Kuhn, Imre Lakatos (1970) dalam Criticism and the 

Growth of Knowledge menekankan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu 

melalui revolusi, melainkan melalui program penelitian yang dapat 

melindungi teori inti dari kritik dan modifikasi melalui penyesuaian teori 

pelengkap. Lakatos mengembangkan pandangan ini untuk menjelaskan 

bagaimana ilmu pengetahuan mempertahankan stabilitas, meskipun data baru 

mungkin tampak bertentangan dengan teori yang ada (Lakatos, 1970). 

Menurut Lakatos, perkembangan ilmu tidak selalu terjadi melalui revolusi 

yang dramatis seperti yang dipaparkan  Kuhn, melainkan melalui program 

penelitian ilmiah. Dalam pandangan ini, program penelitian terdiri dari dua 

bagian utama: Teori Inti (Hard Core): Elemen yang mendasari program 

penelitian yang tidak bisa diubah atau difalsifikasi  bukti empiris langsung. 

Sabuk Pelindung (Protective Belt): Sekumpulan teori tambahan dan hipotesis 

penjelas yang dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan bukti baru 

yang tampak bertentangan dengan teori inti. Ini mencakup penyesuaian 

penjelasan, metodologi, atau hipotesis tambahan untuk menjaga teori inti 

tetap utuh (Lakatos, 1970). 
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Lakatos mengemukakan bahwa program penelitian dapat dianggap 

sebagai progresif jika teori-teori pelengkap yang muncul memberikan 

penjelasan yang lebih baik terhadap fenomena baru atau menghasilkan 

prediksi yang dapat diuji. Sebaliknya, program yang tidak mampu 

memberikan penjelasan yang lebih baik atau hanya mencoba menambal 

kekurangan tanpa memberikan pengetahuan baru disebut regresif (Lakatos, 

1970). 

Dengan cara ini, program penelitian Lakatos menawarkan stabilitas dalam 

pengembangan ilmu, karena teori inti tidak langsung dibuang saat dihadapkan 

pada anomali, melainkan dilindungi sementara  modifikasi dari teori 

pelengkap. Ini menjelaskan mengapa dalam praktik ilmiah, meskipun data 

baru muncul yang tampak bertentangan dengan teori yang ada, teori tersebut 

tidak langsung digantikan, seperti yang diusulkan  Kuhn melalui konsep 

revolusi ilmiah. 

Konsep ini juga menunjukkan keseimbangan antara pendekatan falsifikasi 

Popper dan paradigma Kuhn, di mana perubahan dalam ilmu pengetahuan 

bisa terjadi secara perlahan dan tidak langsung menghancurkan fondasi teori 

yang ada. Lakatos menekankan bahwa perkembangan ilmu bersifat kumulatif 

melalui revisi-revisi kecil, namun tanpa mengesampingkan kemungkinan 

adanya perubahan besar di masa depan. 

Paul Feyerabend, dalam bukunya Against Method (1975), memberikan 

kritik tajam terhadap pandangan metodologi ilmiah yang ketat dan seragam. 

Feyerabend menolak gagasan bahwa ada satu metode ilmiah yang bersifat 

universal atau bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu tunduk pada 

aturan-aturan tertentu. Ia berargumen bahwa ilmu pengetahuan, pada 

kenyataannya, berkembang melalui berbagai cara yang tidak selalu sistematis 



6 

 

atau dapat diprediksi (Feyerabend, 1975).  karena itu, aturan metodologis 

yang terlalu kaku sering kali malah menghambat inovasi dan penemuan. 

Dalam pandangannya, Feyerabend 

menawarkan pendekatan pluralistik, yang 

memungkinkan fleksibilitas dan kebebasan 

bagi ilmuwan untuk menggunakan metode 

yang berbeda-beda sesuai dengan konteks 

spesifik penelitian mereka. Menurutnya, para 

ilmuwan sebaiknya tidak terikat pada satu 

metode atau kerangka kerja yang dianggap benar, tetapi seharusnya bebas 

untuk mengadopsi metode yang paling sesuai dengan situasi dan masalah 

yang dihadapi. Pendekatan ini juga mengakui adanya perbedaan budaya dan 

konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan 

(Feyerabend, 1975). 

Feyerabend mengacu pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, 

termasuk kisah-kisah ilmuwan besar seperti Galileo Galilei, yang menurutnya 

tidak mengikuti metode ilmiah yang baku pada masanya tetapi tetap 

menghasilkan penemuan revolusioner. Dengan pendekatannya yang lebih 

bebas dan pluralis, Feyerabend mendesak agar ilmu pengetahuan tidak dilihat 

sebagai aktivitas yang steril dan mekanis, tetapi sebagai proses kreatif yang 

terikat erat dengan kondisi historis, sosial, dan budaya di mana ia berkembang 

(Feyerabend, 1975). 

Kritik Feyerabend juga mengarah pada apa yang disebutnya sebagai 

anarkisme metodologis, yakni penolakan terhadap adanya aturan metodologis 

tetap yang harus diikuti dalam setiap situasi. Sebaliknya, ia mengusulkan 

anything goes—yakni bahwa metode apapun bisa diterima selama ia 

berfungsi untuk mencapai hasil. Bagi Feyerabend, tidak ada metode ilmiah 
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yang bisa mengklaim superioritas di atas metode lainnya, karena sains 

bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah, dan praktik-praktik 

pengetahuan dari budaya lain harus juga dipertimbangkan dan dihargai 

(Feyerabend, 1975). 

Filsafat ilmu tidak hanya berfokus pada pengujian metodologi ilmiah, 

tetapi juga mempertanyakan batasan-batasan pengetahuan manusia, termasuk 

keterbatasan metode ilmiah dalam memahami seluruh realitas. Salah satu 

pemikir utama yang membahas masalah ini adalah Immanuel Kant dalam 

karyanya Critique of Pure Reason (1781). Kant berpendapat bahwa 

pengetahuan ilmiah hanya mampu memahami dunia fenomenal, yaitu dunia 

yang dapat ditangkap  indra manusia melalui pengamatan dan diukur dengan 

instrumen ilmiah. Dunia fenomenal ini meliputi segala sesuatu yang dapat  

alami, seperti benda-benda fisik, peristiwa alam, dan hukum-hukum yang 

mengatur dunia yang tampak (Kant, 1781). 

Namun, Kant memperkenalkan konsep dunia noumenal, yakni realitas 

yang ada di luar batas persepsi manusia. Menurutnya, meskipun dunia 

noumenal mungkin ada, manusia tidak dapat mengetahui atau mengalaminya 

secara langsung karena keterbatasan kemampuan kognitif dan indrawi . Ilmu 

pengetahuan, yang bergantung pada metode empiris dan rasional, tidak dapat 

menjangkau dunia noumenal ini, karena ia tidak bisa diukur, diverifikasi, atau 

diuji (Kant, 1781). 

Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi untuk mengeksplorasi batasan-

batasan ini, mengakui bahwa ada dimensi realitas yang tidak dapat dipahami  

metode ilmiah murni. Kant menyarankan bahwa filsafat harus memandu 

pengetahuan manusia dengan cara yang rasional, memastikan bahwa  tidak 

melampaui batas kemampuan  dalam mencari kebenaran. Ini melibatkan 

pertanyaan mendasar tentang apa yang bisa diketahui, bagaimana 
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pengetahuan itu diper, dan sejauh mana metode ilmiah bisa dipercaya sebagai 

cara memahami dunia. 

René Descartes, dalam Meditations on First Philosophy (1641), 

memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat ilmu dengan 

memperkenalkan metode skeptis yang revolusioner pada masanya. Descartes 

meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara pasti, dimulai 

dengan memposisikan dirinya dalam keadaan skeptis radikal. Dalam 

Meditations, ia menyatakan bahwa ia akan meragukan segala sesuatu yang 

bisa diragukan—termasuk realitas dunia luar, kebenaran pancaindera, bahkan 

eksistensi dirinya—hingga ia menemukan satu kebenaran yang tak 

terbantahkan. Kebenaran tersebut dirumuskan dalam cogito ergo sum—Aku 

berpikir, maka aku ada—yang menjadi fondasi dari seluruh sistem filsafatnya 

(Descartes, 1996). 

Pendekatan skeptis ini tidak hanya mempengaruhi filsafat metafisika, 

tetapi juga memiliki implikasi besar bagi perkembangan filsafat ilmu dan ilmu 

pengetahuan modern. Dengan meragukan segala sesuatu kecuali yang bisa 

dibuktikan secara logis, Descartes mendorong pemikir lain untuk 

meninggalkan asumsi-asumsi yang tidak diuji dan mulai membangun 

pengetahuan yang dapat dibuktikan dengan pasti. Inilah cikal bakal dari 

metode ilmiah modern, yang menekankan pentingnya observasi, pembuktian 

empiris, dan deduksi logis dalam memahami dunia (Descartes, 1996). 

Descartes juga mengembangkan pandangan dualistik tentang realitas, 

yaitu bahwa tubuh dan pikiran adalah dua substansi yang berbeda, yang 

kemudian menjadi dasar bagi perkembangan epistemologi dan ilmu kognitif. 

Bagi Descartes, pikiran adalah sumber pengetahuan yang lebih dapat 

diandalkan dibandingkan indra, yang bisa menipu. Pemisahan antara res 

cogitans (subjek berpikir) dan res extensa (dunia fisik yang meluas) menuntun 
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pada pendekatan yang lebih sistematis dalam penyelidikan ilmiah, dengan 

fokus pada pembuktian matematis dan deduksi logis (Descartes, 1996). 

John Locke, dalam karyanya An Essay Concerning Human 

Understanding (1690), mengemukakan pandangan yang dikenal sebagai 

empirisme, yaitu bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman 

inderawi. Dalam pandangan Locke, manusia tidak dilahirkan dengan ide-ide 

bawaan (seperti yang dipercayai  kaum rasionalis seperti René Descartes), 

melainkan dengan pikiran kosong atau tabula rasa. Menurut Locke, ketika 

manusia lahir, pikirannya tidak memiliki pengetahuan atau ide apapun, dan 

hanya melalui interaksi dengan dunia luar, dengan memanfaatkan panca 

indera, mereka mulai mengumpulkan informasi (Locke, 1690). 

Proses pengumpulan pengetahuan ini melalui dua jenis pengalaman: 

sensation (pengalaman inderawi) dan reflection (proses mental internal). 

Sensasi melibatkan informasi yang didapat dari luar, sebut saja ketika 

seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Dari sini, otak 

manusia menerima data mentah dari dunia nyata. Sedangkan refleksi merujuk 

pada proses internal dalam diri manusia untuk mengolah informasi tersebut, 

di mana pikiran mulai memikirkan, mengelompokkan, dan membentuk 

konsep-konsep lebih kompleks berdasarkan pengalaman yang diper (Locke, 

1690). 

Locke menegaskan bahwa pengalaman adalah sumber utama dari semua 

pengetahuan . Ini sangat bertentangan dengan pandangan Descartes yang 

percaya pada pengetahuan bawaan dan kemampuan akal yang melekat tanpa 

perlu pengalaman untuk mengenali kebenaran. Descartes meyakini bahwa 

ada prinsip-prinsip dasar dalam pikiran manusia yang bisa diakses melalui 

rasio atau pemikiran logis tanpa melibatkan pengalaman sensorik secara 

langsung, yang dikenal sebagai rasionalisme. Sebaliknya, Locke menolak 
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gagasan bahwa manusia bisa memiliki ide atau konsep bawaan. Menurutnya, 

semua ide, baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks, terbentuk dari 

pengalaman  dengan dunia dan dari pemikiran yang muncul setelah 

pengalaman itu (Locke, 1690). 

Pandangan Locke ini menjadi dasar dari empirisme modern dan sangat 

memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendekatan 

ilmiah yang menekankan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman inderawi 

sebagai sumber utama pengetahuan, alih-alih spekulasi atau deduksi murni 

dari prinsip-prinsip dasar. 

Filsafat ilmu, sebagai cabang dari filsafat, juga membahas tentang konsep 

kebenaran ilmiah dan cara validasi pengetahuan ilmiah. Salah satu tokoh yang 

berkontribusi signifikan dalam diskusi ini adalah Alfred Tarski, seorang filsuf 

dan logikawan Polandia-Amerika, yang pada tahun 1944 mengembangkan 

sebuah teori tentang kebenaran yang dikenal sebagai teori korespondensi. 

Menurut Tarski, sebuah pernyataan dianggap benar jika dan hanya jika 

pernyataan tersebut sesuai dengan realitas atau fakta-fakta yang dapat 

diobservasi (Tarski, 1944). 

Dalam karya monumentalnya, Tarski mengartikulasikan bahwa 

kebenaran ilmiah harus didefinisikan dalam konteks hubungan antara bahasa 

dan dunia. Teori korespondensi ini menyatakan bahwa suatu proposisi atau 

pernyataan ilmiah adalah benar apabila deskripsi yang terkandung dalam 

pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan aktual di dunia. Sebagai contoh, 

pernyataan Salju berwarna putih adalah benar jika, dalam kenyataannya, salju 

memang berwarna putih. Inilah esensi dari hubungan antara pernyataan dan 

realitas yang ingin dijelaskan Tarski (Tarski, 1944). 
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Tarski menggunakan logika formal dan bahasa simbolik untuk membedah 

teori ini. Ia menyatakan bahwa bahasa yang  gunakan untuk berbicara tentang 

dunia harus memiliki struktur yang memungkinkan hubungan korespondensi 

ini terdefinisi dengan jelas. Untuk itu, Tarski memperkenalkan konsep meta-

language dan object-language, di mana bahasa meta digunakan untuk 

menganalisis dan memvalidasi kebenaran pernyataan yang dibuat dalam 

bahasa objek (Tarski, 1944). 

Tarski menyempurnakan teori korespondensi kebenaran dari pandangan 

klasik Plato dan Aristoteles, yang juga berpendapat bahwa kebenaran adalah 

kesesuaian antara pikiran atau bahasa dan realitas. Namun, Tarski 

menambahkan dimensi teknis dengan berfokus pada bagaimana bahasa 

formal dapat digunakan untuk merepresentasikan dunia secara konsisten dan 

akurat (Tarski, 1944). 

Kritik terhadap teori Tarski sering datang dari filsuf yang mendukung 

teori koherensi atau pragmatik tentang kebenaran, yang menekankan aspek-

aspek lain dari validasi pengetahuan ilmiah, seperti konsistensi internal atau 

kegunaan praktis dari suatu teori. Namun, teori korespondensi Tarski tetap 

menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami kebenaran ilmiah, 

terutama dalam konteks sains empiris yang berbasis observasi dan 

eksperimen. Teori Tarski ini hingga kini masih memiliki pengaruh besar 

dalam diskusi filsafat bahasa dan epistemologi, khususnya dalam memahami 

bagaimana kebenaran ilmiah dapat diukur melalui hubungan antara bahasa 

dan realitas (Tarski, 1944). 

Dalam karyanya Falsafah dan Mistik Islam (1986), Harun Nasution 

menyoroti perkembangan filsafat ilmu di Indonesia sebagai hasil interaksi 

antara ilmu pengetahuan Barat dan tradisi spiritual lokal. Ia berpendapat 

bahwa pemahaman ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks 
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kultural dan spiritual masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman 

budaya. Ketika ilmu pengetahuan Barat diperkenalkan, ia tidak hadir dalam 

ruang hampa, melainkan berintegrasi dengan praktik dan kepercayaan lokal, 

seperti dalam bidang kedokteran yang menggabungkan metode ilmiah dengan 

pengobatan tradisional yang mengedepankan aspek spiritual (Nasution, 1986).  

Nasution menekankan pentingnya pendekatan filosofis dalam memahami 

ilmu, yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi 

dan moralitas. Dalam pandangannya, spiritualitas menjadi bagian integral 

dari kehidupan masyarakat, sehingga dalam pengembangan filsafat ilmu, 

dimensi spiritual harus diperhatikan. Dengan menyoroti peran budaya lokal 

dalam membentuk cara pandang terhadap ilmu pengetahuan (Nasution, 1986). 

Nasution menunjukkan bahwa identitas budaya yang kuat mengarah pada 

penyesuaian konsep-konsep ilmiah agar selaras dengan norma-norma 

masyarakat. Ini menciptakan suatu bentuk sinkretisme antara ilmu 

pengetahuan modern dan tradisi lokal yang kaya makna, memberi wawasan 

berharga tentang bagaimana ilmu pengetahuan di Indonesia tidak hanya 

berakar pada tradisi Barat, tetapi juga sangat dipengaruhi  konteks budaya dan 

spiritual yang mendalam (Nasution, 1986). 

Filsafat ilmu bukan hanya berkaitan dengan pengembangan dan 

pemahaman teori-teori ilmiah, tetapi juga melibatkan kajian tentang etika dan 

tanggung jawab moral dalam penerapan ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh 

yang memberikan perhatian besar terhadap hal ini adalah Hans Jonas. Dalam 

bukunya The Imperative of Responsibility (1984), Jonas mengajukan argumen 

bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan harus 

dipertimbangkan dari perspektif etika, dengan mengedepankan tanggung 

jawab ilmuwan terhadap dampak penemuan-penemuan mereka (Jonas, 1984). 
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Jonas berpendapat bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi,  menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

juga moral. Dia mengemukakan apa yang dia sebut sebagai imperatif 

tanggung jawab, yang menyatakan bahwa ilmuwan harus mempertimbangkan 

konsekuensi jangka panjang dari karya mereka, terutama ketika dampaknya 

dapat mempengaruhi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu 

pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etis; para ilmuwan 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penemuan mereka tidak hanya 

bermanfaat, tetapi juga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan (Jonas, 

1984). 

Lebih lanjut, Jonas mengkritik pendekatan yang terlalu mengedepankan 

efisiensi dan kemajuan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. 

Dia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam penelitian dan 

pengembangan teknologi dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar 

daripada yang dibayangkan. Dalam konteks ini, dia menekankan perlunya 

pemikiran kritis yang melibatkan nilai-nilai etika, terutama ketika ilmuwan 

dan teknolog membuat pilihan yang dapat berdampak pada ekosistem dan 

keberlangsungan hidup manusia (Jonas, 1984). 

Pandangan Jonas juga didukung  banyak pemikir etika dan filsafat lainnya 

yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan etika tidak hanya beriringan, 

tetapi juga saling mempengaruhi. Sebut saja, Alvin Toffler dalam bukunya 

Future Shock (1970) menyatakan bahwa perubahan yang cepat dalam 

teknologi mengharuskan masyarakat untuk mengembangkan sistem etika 

baru yang dapat menanggapi tantangan-tantangan yang muncul. Demikian 

juga, para filsuf seperti Peter Singer dan Martha Nussbaum telah menekankan 

pentingnya mempertimbangkan aspek moral dalam setiap inovasi ilmiah, 
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sehingga ilmuwan tidak hanya menjadi pencari kebenaran, tetapi juga penjaga 

nilai-nilai kemanusiaan (Toffler, 1970). 

Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya mencakup kajian tentang teori 

dan metode ilmiah, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral 

yang melekat pada setiap praktik ilmiah. Dalam dunia yang semakin 

kompleks ini, pemikir seperti Hans Jonas mengingatkan  bahwa  harus 

menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan komitmen terhadap etika 

demi keberlanjutan masyarakat dan lingkungan. 

Filsafat ilmu memainkan peran krusial dalam mengungkap keterbatasan 

metode ilmiah, terutama melalui pandangan Richard Rorty dalam karyanya 

Philosophy and the Mirror of Nature (1979). Rorty menantang anggapan 

tradisional yang menganggap pengetahuan ilmiah sebagai cermin sempurna 

dari realitas; sebaliknya, ia melihatnya sebagai konstruksi sosial yang 

terbentuk dalam konteks budaya dan historis yang spesifik (Rorty, 1979).  

Dengan argumentasinya, Rorty mendorong pengakuan atas pluralitas 

dalam ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa tidak ada satu metode atau 

perspektif tunggal yang dapat memadai dalam menjelaskan fenomena 

kompleks yang  hadapi. Ia menekankan pentingnya dialog antar perspektif 

yang berbeda, di mana pertukaran ide antara berbagai disiplin ilmu tidak 

hanya memperkaya pemahaman , tetapi juga mengatasi keterbatasan yang 

melekat dalam masing-masing pendekatan. Implikasi dari pemikiran Rorty 

ini mengajak para ilmuwan untuk secara kritis merefleksikan asumsi-asumsi 

yang mendasari penelitian mereka, serta mempertimbangkan aspek etika dan 

tanggung jawab sosial dalam upaya mereka memahami dunia (Rorty, 1979).  

Dengan demikian, pengetahuan ilmiah bukan sekadar produk objektif, 

melainkan narasi yang dinamis dan terus berkembang, mencerminkan 
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keragaman pengalaman dan perspektif manusia. Dalam perkembangannya, 

filsafat ilmu juga telah merambah ke bidang studi ilmu sosial. Max Weber 

dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905) berpendapat 

bahwa ilmu sosial harus memperhatikan nilai-nilai dan motivasi manusia, 

karena perilaku sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui metode 

ilmiah yang diterapkan dalam ilmu alam (Weber & Kalberg, 2013). 

Ilmuwan modern seperti Stephen Hawking dalam A Brief History of Time 

(1988) juga mengakui pentingnya filsafat ilmu dalam menjelaskan konsep-

konsep ilmiah yang kompleks seperti ruang-waktu dan asal usul alam semesta. 

Hawking menyatakan bahwa tanpa filsafat,  tidak akan memiliki alat untuk 

memahami implikasi dari penemuan ilmiah yang melampaui pengalaman 

sehari-hari  (Hawking, 1988). Dengan demikian, ia tidak hanya berfungsi 

sebagai refleksi teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Dari filsafat klasik 

hingga filsafat modern, peran filsafat ilmu tetap relevan dalam menghadapi 

tantangan-tantangan baru yang dihadapi  ilmuwan dan masyarakat. 

B. Asal-usul dan Sejarah Filsafat Ilmu 

Filsafat ilmu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar dari zaman 

Yunani Kuno, dengan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam 

pembentukannya adalah Aristoteles. Dalam karyanya yang monumental, 

Metaphysics, yang ditulis ser tahun 350 SM, Aristoteles mengemukakan 

pandangan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya dibangun di atas prinsip-

prinsip yang dapat dijelaskan secara rasional. Ia dengan jelas membedakan 
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antara dua jenis pengetahuan: episteme, yang merujuk pada pengetahuan yang 

pasti, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta doxa, yang berarti 

pendapat atau kepercayaan yang cenderung subjektif (Aristoteles, 1933).  

Aristoteles menekankan 

bahwa hanya episteme yang 

dapat dijadikan dasar bagi 

ilmu pengetahuan yang valid, 

karena ia percaya bahwa 

pengetahuan yang diper 

melalui metode analisis dan 

pengujian yang sistematis adalah kunci untuk memahami hukum-hukum alam. 

Pemikiran Aristoteles ini bukan hanya membentuk fondasi filsafat ilmu, tetapi 

juga memberikan pengaruh yang mendalam pada berbagai disiplin ilmu 

lainnya, termasuk logika, biologi, dan fisika (Robinson, 2005). Konsepnya 

tentang klasifikasi ilmu pengetahuan dan pendekatan analitis menjadi acuan 

penting bagi para ilmuwan dan filsuf di masa mendatang, serta memicu 

perkembangan pemikiran ilmiah yang mengutamakan observasi dan metode 

empiris. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles tidak hanya relevan di 

masanya, tetapi terus bergaung dalam diskursus ilmiah hingga hari ini. 

Sebelum Aristoteles, kontribusi Socrates dan Plato terhadap pemikiran 

filosofis sangat signifikan, terutama dalam bidang epistemologi dan 

metafisika. Plato, dalam karyanya yang terkenal, The Republic (ser 380 SM), 

mengemukakan teori tentang dunia ide, di mana ia berargumen bahwa 

kebenaran sejati tidak dapat ditemukan di dunia fisik yang  lihat dan rasakan, 

melainkan dalam dunia ide yang sempurna dan abadi. Menurutnya, dunia 

nyata hanyalah bayangan atau tiruan dari dunia ide tersebut (Plato, 2008).  
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Dalam pandangan Plato, 

pengetahuan yang sejati dan hakiki 

hanya dapat dicapai melalui proses 

dialektika—sebuah metode 

perdebatan logis yang melibatkan 

dialog antara individu-individu 

yang bertujuan untuk menguji dan mendalami pemahaman mereka tentang 

realitas. Proses ini bukan hanya sekadar perdebatan, tetapi merupakan cara 

untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang ide-ide yang mendasari 

segala sesuatu, termasuk konsep keadilan, kebaikan, dan keindahan. Dengan 

demikian, Plato menekankan pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam 

pencarian kebenaran, yang menjadi landasan bagi banyak tradisi filsafat 

selanjutnya (Plato et al., 2000). 

Filsafat ilmu mengalami perkembangan signifikan selama era Keemasan 

Islam, terutama melalui kontribusi para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn 

Sina (Avicenna), dan Ibn Rushd (Averroes). Al-Farabi, dikenal sebagai Guru 

Kedua setelah Aristoteles, menekankan pentingnya penggabungan logika dan 

etika dalam pemahaman ilmu, dan menganggap filsafat sebagai alat untuk 

mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Ibn Sina, dalam karyanya yang 

monumental, The Book of Healing (1020), menyatukan pemikiran 

Aristotelian dengan tradisi filsafat Islam, berargumen bahwa ilmu 

pengetahuan adalah proses logis yang bertujuan untuk memahami eksistensi 

Tuhan dan alam semesta. Dia menjelaskan berbagai cabang ilmu, termasuk 
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logika, fisika, dan metafisika, dan menekankan hubungan antara pengetahuan, 

kebenaran, dan keimanan (Palmer, 2024).  

Ibn Rushd, dalam Tahafut al-Tahafut (1180), memberikan argumen 

bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, 

melainkan saling melengkapi. 

Pemikirannya ini menekankan bahwa 

agama dan filsafat adalah dua cara 

berbeda untuk memahami kebenaran, dan 

bahwa keduanya dapat berkontribusi 

pada pemahaman yang lebih mendalam 

tentang realitas (Rushd, 1810.). 

Kontribusi kedua filsuf ini, bersama 

dengan Al-Farabi, tidak hanya 

memperkaya tradisi pemikiran Islam, tetapi juga berpengaruh besar pada 

perkembangan filsafat ilmu di dunia Barat selama Abad Pertengahan, di mana 

karya-karya mereka menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan filsuf 

Barat, termasuk Thomas Aquinas dan banyak lainnya. 

Pada Abad Pertengahan, pemikiran filsafat ilmu secara signifikan 

dipengaruhi  teologi Kristen, dengan 

Thomas Aquinas sebagai salah satu tokoh 

paling berpengaruh. Dalam karyanya yang 

terkenal, Summa Theologica, Aquinas 

mengintegrasikan elemen-elemen filsafat 

Aristotelian ke dalam pemikirannya. Ia 

berargumen bahwa akal budi manusia 

memiliki kapasitas untuk memahami dunia 

alam, namun mengakui bahwa ada batasan 
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tertentu yang hanya dapat dijelaskan melalui wahyu ilahi. Pendekatan ini 

menciptakan jembatan antara ilmu pengetahuan dan teologi, memungkinkan 

adanya dialog antara rasio dan iman (Aquinas, 1974).  

Aquinas menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami 

kebenaran dan realitas, tetapi juga menegaskan bahwa beberapa aspek 

kebenaran, terutama yang berkaitan dengan hal-hal ilahi dan supernatural, 

berada di luar jangkauan akal manusia dan harus diterima melalui iman. 

Dengan demikian, Aquinas menjadi figur sentral dalam upaya 

mengharmoniskan ilmu pengetahuan dan teologi, berkontribusi pada 

perkembangan pemikiran filosofis dan teologis yang menjadi ciri khas Abad 

Pertengahan (Elders, 1990). 

Pada era Renaisans, perkembangan signifikan dalam pemikiran ilmiah 

mulai terlihat dengan munculnya tokoh-tokoh penting seperti Galileo Galilei 

dan Isaac Newton, yang berani menantang paradigma lama yang sangat 

dipengaruhi  otoritas gereja. Galileo Galilei, dalam karyanya Dialogue 

Concerning the Two Chief World Systems (1632), memperkenalkan metode 

eksperimental sebagai pendekatan baru dalam memper pengetahuan ilmiah 

yang valid (Galilei, 1632). Metode ini menekankan pengamatan langsung dan 

percobaan sebagai sumber utama pengetahuan, yang sangat berbeda dari 

metode deduktif yang digunakan  para filsuf sebelumnya, seperti Aristoteles, 

di mana kebenaran sering diasumsikan berdasarkan premis-premis yang 

diambil dari otoritas kuno.  

Pendekatan eksperimental yang diajukan  Galileo menuntut verifikasi 

empiris dan pengujian hipotesis, menggeser fokus dari doktrin dan spekulasi 

menuju metode yang lebih rasional dan berbasis bukti. Selanjutnya, Isaac 

Newton mengembangkan prinsip-prinsip dasar fisika melalui karyanya 

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687), yang merangkum 
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hukum gerak dan gravitasi, menjadikan sains sebagai disiplin yang didasarkan 

pada pemahaman yang dapat dibuktikan secara matematis dan empiris 

(Newton, 1687). Dengan demikian, era Renaisans menjadi tonggak penting 

dalam sejarah sains, di mana penemuan-penemuan ini membentuk fondasi 

bagi pemikiran ilmiah modern yang menekankan pentingnya observasi dan 

eksperimen dalam proses pencarian pengetahuan. 

Isaac Newton, merumuskan tiga 

hukum gerak yang menjelaskan 

hubungan antara gaya dan pergerakan 

benda, serta hukum gravitasi universal 

yang menjelaskan bagaimana objek 

saling berinteraksi melalui gaya tarik. 

Pendekatan ini menandai pergeseran paradigmatis dari metode spekulatif 

yang mendominasi ilmu pengetahuan sebelumnya, menuju metode empiris 

dan eksperimental yang lebih rigor. Newton menekankan pentingnya 

pengamatan langsung dan pengukuran dalam proses ilmiah, yang 

mengharuskan para ilmuwan untuk membuktikan teori-teori mereka melalui 

data yang dapat diulang dan diverifikasi (Westfall, 1980).  

Metodologi yang diperkenalkan Newton tidak hanya menjadi landasan 

bagi perkembangan fisika, tetapi juga memengaruhi berbagai disiplin ilmu 

lainnya, sehingga dianggap sebagai fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. 

Pengaruhnya terlihat jelas dalam karya-karya ilmuwan setelahnya, seperti 

Albert Einstein, yang merujuk pada prinsip-prinsip Newton dalam 

pengembangan teori relativitasnya. Dengan demikian, warisan Newton dalam 

sains terus memberikan inspirasi bagi peneliti hingga saat ini (Westfall, 1980). 
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David Hume, dalam karyanya An 

Enquiry Concerning Human 

Understanding (1975), menyajikan 

argumen yang mendalam terhadap 

pandangan empiris yang menekankan 

pentingnya pengalaman indrawi 

sebagai sumber pengetahuan. Hume 

berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah 

tidak dapat sepenuhnya diandalkan 

karena sangat bergantung pada pengamatan indrawi, yang sering kali bisa 

menipu. Menurutnya, walaupun  dapat mengamati pola atau kebiasaan dalam 

peristiwa yang berulang, hal ini tidak menjamin bahwa hubungan kausal 

antara satu peristiwa dengan yang lain benar-benar ada (Hume, 1975). 

Dengan kata lain,  tidak dapat memastikan bahwa sebab-akibat yang  

identifikasi adalah akurat, karena pengamatan  bersifat terbatas dan sering kali 

dipengaruhi  asumsi serta interpretasi subjektif.  

Hume juga menekankan bahwa meskipun  terbiasa melihat satu peristiwa 

mengikuti peristiwa lain, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa 

satu peristiwa adalah penyebab dari yang lain. Pandangan skeptis ini tidak 

hanya menantang klaim absolut dari ilmu pengetahuan, tetapi juga 

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas dan kredibilitas 

pengetahuan yang diper melalui pengalaman indrawi. Dalam konteks ini, 

Hume membuka diskusi tentang batasan-batasan epistemologi empiris dan 

pentingnya mempertimbangkan sifat subjektif dari pengamatan manusia 

(Hume, 1975). 
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Pada abad ke-19, filsafat ilmu mengalami pergeseran signifikan menuju 

positivisme, terutama dipengaruhi  

pemikiran Auguste Comte. Dalam karyanya 

yang berjudul Course of Positive 

Philosophy (1855), Comte mengemukakan 

bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan 

pada fakta-fakta yang dapat diobservasi dan 

diukur, menolak spekulasi metafisis yang 

tidak dapat dibuktikan secara empiris. Ia 

berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah 

harus bersifat objektif dan sistematis, dengan fokus pada pengamatan 

langsung dan pengujian hipotesis (Comte, 1855). Konsep ini melahirkan 

pandangan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi 

untuk memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk 

mencapai kemajuan sosial.  

Positivisme Comte memicu gelombang baru pemikiran di kalangan 

ilmuwan dan filsuf Eropa, yang melihat bahwa metode ilmiah yang ketat 

dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan memajukan masyarakat. 

Sebagai hasilnya, positivisme menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu, 

termasuk sosiologi, yang kemudian dikembangkan  Comte sendiri sebagai 

disiplin ilmiah yang mandiri (Comte, 1855). Ide-ide Comte mengenai 

pengamatan empiris dan penghindaran dari spekulasi metafisis terus 

berpengaruh hingga abad ke-20, menjadi bagian integral dari metode ilmiah 

modern.  

Perkembangan penting dalam filsafat ilmu pada abad ke-20 dimulai 

dengan kontribusi Karl Popper, seorang filsuf Austria, yang dikenal karena 

kritiknya terhadap pendekatan induktif yang diusulkan  Auguste Comte dan 
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para ilmuwan sebelumnya. Dalam karyanya, The Logic of Scientific 

Discovery (1972), Popper berargumen bahwa ilmu pengetahuan tidak 

berkembang hanya melalui akumulasi fakta-fakta, melainkan melalui proses 

yang dikenal sebagai falsifikasi. Menurutnya, teori-teori ilmiah harus dapat 

diuji dan ditolak jika tidak sesuai dengan bukti eksperimen (Popper, 1972).  

Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah bersifat sementara dan selalu 

terbuka untuk revisi, yang memberikan dimensi kritis baru dalam filsafat ilmu. 

Pandangan Popper ini mendorong para ilmuwan untuk selalu skeptis terhadap 

teori yang ada dan mendorong mereka untuk mencari bukti yang dapat 

membuktikan atau membantah teori tersebut (Popper, 1972). Pendekatan ini 

bukan hanya menekankan pentingnya metode ilmiah, tetapi juga menegaskan 

bahwa sains adalah proses dinamis yang berkembang seiring waktu. 

Selanjutnya, Thomas Kuhn memperkenalkan konsep revolusi ilmiah 

dalam bukunya yang terkenal, The Structure of Scientific Revolutions (1962). 

Kuhn mengemukakan bahwa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan tidak 

terjadi secara bertahap, melainkan melalui pergeseran paradigma yang 

mendasar. Paradigma ini adalah kerangka kerja konseptual yang membentuk 

cara ilmuwan memandang dan memahami dunia (Kuhn, 1962).  
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Menurut Kuhn, dalam periode normal, ilmuwan bekerja dalam kerangka 

paradigma yang diterima, tetapi ketika anomali mulai menumpuk dan tidak 

dapat dijelaskan  paradigma tersebut, suatu krisis akan terjadi. Dalam krisis 

ini, ilmuwan mulai mencari paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan 

fenomena yang ada. Pandangan Kuhn menantang gagasan tradisional bahwa 

ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif, dan ia menekankan 

pentingnya faktor sosial dan historis dalam perkembangan ilmu, yang 

menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dipengaruhi  logika dan 

metode ilmiah, tetapi juga  konteks sosial dan budaya tempat ilmu itu 

berkembang (Kuhn, 1962). 

Pada abad ke-21, filsafat ilmu 

mengalami perkembangan yang 

signifikan seiring dengan munculnya 

berbagai tantangan baru, terutama dalam 

konteks era informasi yang kaya akan 

hoaks dan misinformasi. Dalam situasi 

ini, penting untuk memahami bagaimana 

ilmu pengetahuan dapat dipertahankan 

dan dikembangkan. Filsuf dan ilmuwan 

modern, seperti Bruno Latour, dalam karyanya Science in Action (1987), 

berargumen bahwa ilmu pengetahuan bukanlah produk yang dihasilkan 

secara murni melalui proses teknis atau rasional, tetapi merupakan hasil dari 

negosiasi sosial dan politik (Latour, 1987).  

Latour menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat dipisahkan 

dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana ia dibentuk. Dia 

menekankan bahwa pemahaman  tentang ilmu pengetahuan harus mencakup 

analisis bagaimana berbagai aktor, termasuk ilmuwan, pemerintah, dan 
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masyarakat, berinteraksi dalam proses produksi pengetahuan (Latour, 1987). 

Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi sebuah arena di mana 

kekuasaan dan kepentingan berperan penting dalam menentukan apa yang 

dianggap sebagai pengetahuan yang valid.  

Hal ini menantang pandangan tradisional tentang objektivitas ilmu 

pengetahuan, mendorong  untuk mempertimbangkan dengan lebih kritis 

bagaimana informasi dan pengetahuan disebarkan dan diterima di masyarakat, 

serta dampaknya terhadap keputusan publik dan kebijakan. Seiring dengan itu, 

diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi informasi di 

kalangan masyarakat agar mampu memilah dan memahami pengetahuan 

ilmiah di tengah lautan informasi yang sering kali menyesatkan.  

Sejarah filsafat ilmu 

menggambarkan perjalanan 

panjang pemikiran manusia 

dalam memahami hakikat 

pengetahuan dan realitas. 

Diawali di masa Yunani Kuno 

dengan pemikiran para filsuf 

seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat ilmu berfokus pada pertanyaan 

mendasar mengenai apa yang bisa diketahui dan bagaimana cara 

mengetahuinya. Perkembangan ini berlanjut pada Abad Pertengahan, di mana 

pemikiran religius mulai berinteraksi dengan filsafat, menciptakan sintesis 

antara iman dan akal.  

Memasuki era Renaisans dan Pencerahan, muncul tokoh-tokoh seperti 

Descartes, Bacon, dan Kant, yang mengajukan metode ilmiah baru yang 

menekankan empirisme dan rasionalisme. Kritik-kritik yang diajukan  para 

filsuf ini tidak hanya mengubah cara  memahami metode ilmiah, tetapi juga 
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memunculkan kesadaran akan asumsi-asumsi yang sering kali tidak 

dipertanyakan dalam praktik ilmiah.  

Dalam konteks ini, filsafat ilmu terus berevolusi, mencakup aliran-aliran 

seperti positivisme, konstruktivisme, dan postmodernisme, yang 

mempertanyakan objektivitas dan universalitas pengetahuan. Refleksi 

mendalam terhadap sejarah filsafat ilmu sangat penting untuk membangun 

pemahaman yang lebih kritis dan inklusif terhadap ilmu pengetahuan, di mana 

berbagai perspektif dapat diakomodasi dan dialog antara disiplin ilmu dapat 

diperkuat. Dengan demikian, pemikiran kritis yang dipicu  filsafat ilmu dapat 

mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih responsif terhadap 

kompleksitas realitas di masa depan. 

C. Obyek dan Tujuan Filsafat Ilmu 

Filsafat ilmu sebagai cabang dari filsafat memiliki obyek dan tujuan yang 

berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Obyek dari filsafat ilmu mencakup 

aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar, metode, dan batas-batas ilmu 

pengetahuan. Salah satu aspek utama yang menjadi obyek kajian filsafat ilmu 

adalah konsep realitas atau ontologi (Wati et al., 2023). Ontologi menanyakan 

tentang apa yang sebenarnya 

ada di dunia ini dan 

bagaimana hal-hal yang ada 

dapat dipahami melalui 

kerangka ilmiah. Sebut saja, 

pertanyaan mengenai 

eksistensi entitas mikroskopis seperti atom, atau fenomena makroskopis 

seperti alam semesta, menjadi subjek dalam pembahasan ontologi ilmiah 

(Ayer, 2001). 
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Selain ontologi, epistemologi menjadi obyek penting lainnya dalam 

filsafat ilmu. Epistemologi membahas mengenai hakikat pengetahuan dan 

bagaimana pengetahuan itu diper (Suriasumantri, 2007). Dalam konteks 

filsafat ilmu, epistemologi berfokus pada validitas dan reliabilitas metode 

ilmiah. Pertanyaan seperti Apa yang membuat sebuah teori ilmiah dianggap 

benar? atau Bagaimana  bisa membedakan antara pengetahuan ilmiah yang 

sah dengan pseudo-science? menjadi pusat dari perdebatan epistemologis. 

Sebut saja, Karl Popper memperkenalkan konsep falsifikasi sebagai kriteria 

untuk membedakan teori ilmiah dengan non-ilmiah (Popper, 1963) 

Metodologi ilmiah juga menjadi obyek kajian penting dalam filsafat ilmu. 

Metodologi ilmiah adalah cara atau prosedur yang digunakan  ilmuwan untuk 

mendapatkan pengetahuan. Berbagai metode ilmiah seperti eksperimen, 

observasi, dan pengukuran menjadi perhatian utama dalam metodologi ini 

(Santi et al., 2022). Sebut saja, dalam ilmu fisika, eksperimen digunakan 

untuk menguji hipotesis yang kemudian hasilnya dapat digeneralisasikan 

menjadi teori. Filsafat ilmu mempelajari keabsahan metode tersebut dan 

mencoba mengevaluasi kekuatan serta keterbatasan metode ilmiah yang 

digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (Kuhn, 1962). 

Selain obyek, filsafat ilmu juga memiliki tujuan yang jelas, yakni 

memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hakikat ilmu 

pengetahuan. Tujuan ini melibatkan evaluasi kritis terhadap asumsi-asumsi 

dasar yang sering kali tidak disadari dalam praktik ilmiah sehari-hari. Salah 

satu tujuan utama dari filsafat ilmu adalah untuk membantu  memahami batas-

batas ilmu pengetahuan (Ahmadi et al., 2021). Tidak semua pertanyaan bisa 

dijawab  ilmu pengetahuan, dan filsafat ilmu membantu dalam 

mengidentifikasi jenis-jenis pertanyaan yang berada di luar jangkauan metode 

ilmiah (Chalmers, 1999). 
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Filsafat ilmu juga bertujuan untuk 

mengklarifikasi konsep-konsep ilmiah. 

Banyak konsep dalam ilmu pengetahuan 

yang bersifat abstrak dan sulit dipahami, 

seperti konsep ruang dan waktu dalam 

fisika, atau konsep evolusi dalam biologi 

(Tutik, 2013). Filsafat ilmu mencoba 

menjelaskan konsep-konsep ini dan 

menjadikan mereka lebih mudah dipahami. Sebut saja, diskusi tentang ruang 

dan waktu dalam karya Immanuel Kant berusaha memberikan pengertian 

yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia memahami dimensi-

dimensi fundamental ini (Kant, 2006). 

Fungsi lain dari filsafat ilmu adalah memberikan landasan etik untuk 

praktik ilmiah. Ilmu pengetahuan memiliki dampak yang besar terhadap 

kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga penting untuk 

mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika dalam pengembangan dan 

penerapan ilmu pengetahuan (Salam, 2019). Sebut saja, dalam bidang 

bioteknologi, pertanyaan tentang etika kloning manusia menjadi subjek yang 

dibahas secara intens dalam filsafat ilmu. Para filsuf mencoba 

mengembangkan kerangka kerja etis untuk memastikan bahwa 

perkembangan ilmiah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan 

(Beauchamp & Childress, 2013). 

Selain itu, filsafat ilmu bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara 

berbagai disiplin ilmu. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu 

pengetahuan telah menghasilkan spesialisasi yang sangat sempit dalam 

berbagai bidang. Hal ini membuat banyak ilmuwan hanya fokus pada area 

tertentu tanpa mempertimbangkan implikasi yang lebih luas. Filsafat ilmu 
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berusaha untuk menyatukan berbagai disiplin ini dengan mengidentifikasi 

prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan di berbagai bidang ilmu, serta 

mendorong komunikasi lintas disiplin untuk menghasilkan pengetahuan yang 

lebih holistik (Feyerabend, 1975). 

Paul Feyerabend menyatakan bahwa tidak ada satu metode ilmiah yang 

benar atau terbaik. Menurutnya, pluralitas metode adalah sesuatu yang alami 

dalam ilmu pengetahuan, dan ilmuwan seharusnya tidak terjebak dalam 

dogma metodologis tertentu. Kritik ini bertujuan untuk membuka ruang bagi 

pendekatan-pendekatan baru dalam penelitian ilmiah yang mungkin lebih 

sesuai dengan kompleksitas alam semesta (Feyerabend, 1975). 

Filsafat ilmu juga bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara ilmu 

pengetahuan dan masyarakat. Ilmu pengetahuan tidak berkembang dalam 

ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan kondisi sosial, politik, dan 

budaya. Filsuf ilmu seperti Bruno Latour juga mengkaji bagaimana institusi 

ilmiah dipengaruhi  kekuasaan politik dan ekonomi. Tujuan dari kajian ini 

adalah untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial mempengaruhi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan sebaliknya, bagaimana ilmu 

pengetahuan mempengaruhi masyarakat (Latour, 1987). 

Salah satu aspek penting dari tujuan filsafat ilmu adalah mempromosikan 

skeptisisme yang sehat terhadap klaim-klaim ilmiah. Ilmu pengetahuan sering 

dipandang sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan, namun filsafat 

ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan juga harus terbuka terhadap kritik 

dan revisi. Hal ini penting untuk menjaga perkembangan ilmu pengetahuan 

agar tidak menjadi dogmatis dan tetap terbuka terhadap inovasi dan temuan-

temuan baru (Lakatos & Musgrave, 1970). 
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Dengan demikian, obyek dan tujuan filsafat ilmu mencakup berbagai 

aspek yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman  terhadap ilmu 

pengetahuan. Aspek ontologis membahas tentang apa yang ada di dunia ini 

dan bagaimana entitas-entitas tersebut dapat dipahami melalui pendekatan 

ilmiah, sedangkan aspek epistemologis menyelidiki hakikat pengetahuan, 

cara pengetahuannya diper, serta validitas metode yang digunakan.  

Di sisi lain, aspek metodologis menekankan pada prosedur yang 

digunakan dalam penelitian ilmiah, mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan 

metode tersebut. Selain itu, filsafat ilmu juga menggarisbawahi pentingnya 

pertimbangan etis dalam praktik ilmiah, mengingat dampak yang signifikan 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak 

hanya berfungsi untuk menjelaskan proses perkembangan ilmu pengetahuan, 

tetapi juga membantu mengenali batasan-batasan serta tanggung jawab moral 

yang terkait dengan penggunaan pengetahuan. Melalui pemikiran kritis yang 

dihasilkan  filsafat ilmu,  dapat memperluas cakrawala pengetahuan  dan 

membangun kerangka kerja yang lebih inklusif dan reflektif untuk memahami 

kompleksitas ilmu pengetahuan dalam konteks sosial dan budaya. 
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Daftar Istilah 

1. Falsifiabilitas: Prinsip dalam filsafat ilmu yang menyatakan bahwa 

sebuah teori ilmiah harus bisa dibantah atau dibuktikan salah melalui 

bukti empiris baru 

2. Ontologi: Cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat realitas, 

mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di dunia 

3. Epistemologi: Cabang filsafat yang fokus pada studi tentang asal-usul, 

struktur, dan validitas pengetahuan. 

4. Metodologi Ilmiah: Prosedur yang digunakan dalam penelitian ilmiah 

untuk mendapatkan pengetahuan, meliputi eksperimen, observasi, dan 

pengukuran 

5. Doxa: Istilah yang digunakan Aristoteles untuk menggambarkan 

kepercayaan atau pendapat yang tidak dapat dijamin kebenarannya secara 

ilmiah 

Rangkuman 

Aspek Deskripsi 

Definisi 

Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang fokus pada pertanyaan 

mendasar tentang ilmu pengetahuan, termasuk hakikat ilmu, 

metode ilmiah, serta batasan dan validitas pengetahuan ilmiah. 

Cabang 

Utama 

Ontologi: Berhubungan dengan pertanyaan tentang realitas. 

Epistemologi: Mempelajari asal-usul dan struktur pengetahuan. 

Metodologi: Berfokus pada cara ilmuwan memperoleh 

pengetahuan. 

Sejarah 

Dimulai dari pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Plato 

dan Aristoteles, berkembang melalui kontribusi filsuf modern 

selama Revolusi Ilmiah. 
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Aspek Deskripsi 

Tokoh 

Penting 

Karl Popper: Memperkenalkan konsep falsifikasi untuk 

membedakan teori ilmiah dari pseudo-science. 

Thomas Kuhn: Mengemukakan konsep perubahan paradigma. 

Paul Feyerabend: Mempromosikan pluralisme metode. 

Objek 

Utama 

Mencakup ontologi, epistemologi, dan metodologi yang 

bersama-sama menjelaskan dasar teori ilmiah dan memperjelas 

konsep-konsep ilmiah yang sering kali abstrak. 

Tujuan 

Memahami ilmu pengetahuan. 

Mengevaluasi batasan pengetahuan. 

Menjaga etika dalam pengembangan teknologi. 

Mempromosikan skeptisisme terhadap klaim ilmiah. 

Dialog 

Lintas 

Disiplin 

Menciptakan dialog lintas disiplin dan pemahaman yang lebih 

holistik, serta menjembatani kesenjangan antara berbagai 

disiplin ilmu. 

Dampak 

Sosial dan 

Etika 

Membantu memahami dampak sosial dan etika dari kemajuan 

ilmu pengetahuan, yang menjadi penting dalam era 

perkembangan teknologi tinggi seperti bioteknologi. 

 

Pertanyaan 

No. Pertanyaan 

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, dan bagaimana filsafat ini 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan? 

2. Apa saja tiga cabang utama filsafat ilmu, dan bagaimana peran masing-

masing cabang dalam kajian ilmu pengetahuan? 
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3. Bagaimana perkembangan filsafat ilmu dari zaman Yunani Kuno 

hingga era modern mempengaruhi pemahaman tentang ilmu 

pengetahuan? 

4. Bagaimana konsep falsifikasi yang diperkenalkan Karl Popper 

mengubah cara memandang teori ilmiah? 

5. Mengapa ontologi, epistemologi, dan metodologi menjadi obyek kajian 

utama dalam filsafat ilmu? 

6. Mengapa aspek etika dan moral penting dalam filsafat ilmu, terutama 

dalam perkembangan teknologi dan ilmu bioteknologi? 
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